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BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR- TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 avat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan Daerah, scbagaimana_ tclah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengclolaan Keuangan
Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Pecraturan
Dacrah tentang APBD kepada DPRD untuk mempcrolch
persctujuan bersama;
bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 20205;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 933 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing:
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah
diubah bebérapa kali, terakhir dengan Undang-Undane
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 ‘Tahun 1999 (tentang
Pembentukan Kabupaten Pclalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880};
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3.

10.

11,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

6.

Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 6057);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemeritah Dacrah_ (fcrita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengclolaan Keuangan Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah,
Rancangan Peraturan Dacrah Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah, Rancangan
Peraturan Kepala Dacrah Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Dacrah Dan Rancangan
Peraturan Kepala Dacrah Tentang Penjabaran Perubahan



14.

16.

17.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431),
.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 202413
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2025) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir: Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran
Daerah Kabupten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11)

scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Pcrangkat Dacrah Kabupaten Rokan_ flilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023
Nomor 4);
.Peraturan Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Nomor | Tahun15
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025
(Lembaran Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017
Nomor 1);

Peraturan Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021
Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun
2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Rokan Hilir
Nomor 2;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIk

Menetapkan

dan
BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah yang sclanjutnya disingkat

APBD adalah rencana kcuangan tahunan Dacrah yang ditctapkan dengan
Peraturan Dacrah.



9.

Pendapatan Dacrah adalah semua hak Daerah yang diakui scbagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.
Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kcpada
Dacrah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Dacrah guna
mendanai kebutuhan Dacrah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN

kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Dacrah.
Dana Bagi Hasil yang sclanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
Dacrah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan Lujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan kcuangan antara Pemerintah
Pusat dan Dacrah.
Dana Alokasi Umum yang sclanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-Dacrah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Descntralisasi.
Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Dacrah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang mecrupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
Belanja Dacrah adalah semua kewajiban Pemcrintah Dacrah yang chakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.
Pembiayaan adalah sctiap pencrimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.

4.

5,

6.

7.

8.

Pasal 2

APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025 berjumlah
Rp. 2.619.533.279.824,00 yang terdiri atas pendapatan dacrah, bclanja
dacrah, dan pembiayaan dacrah dengan rincian sebagai berikut:
a.
b.

Cc,

Pendapatan Dacrah Rp. 2.528.646.813.009,00
Belanja Dacrah Rp. 2.619.533.279.824,00

Defisit/Surplus Rp. (90.886.466.815,00)
Pembiayaan Dacrah
1. Penerimaan Rp, 9.582.253.260,00
2. Pengeluaran Rp, 0,00

Pembiayaan Netto Rp. 9.582.253.260,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. (81.304.213.555,00)

Pasal 3

Pendapatan dacrah direncanakan scbesar Rp. 2.528.646.813.009,00 (Dud
Triliun Lima Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam
Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Rupiah), yang bersumber dari:
a.
b.
C.

Pendapatan asli dacrah;
Pendapatan transfer; dan
Lain-lain pendapatan dacrah yang sah.



Pasal 4

Pendapatan asli dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

direncanakan sebesar Rp. 338.766.400.466,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh

Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat katus Ribu

Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak dacrah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah.
Pajak dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa direncanakan
sebesar Rp. 150.451.988.432,00 (Seratus Lima Puluh Milyar Empat Ratus
Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu limpat
Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
Retribusi dacrah secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 2.414.840.000,00 (Dua Milyar Iempat Ratus
Empat Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
Hasil pengclolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) whuruf c= direncanakan scbesar kp.
112.432.972.034,00 (Seratus Dua Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh
Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Rupiah).
Lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan scbesar Rp. 73.466.600.000,00 (Tujuh
Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu
Rupiah).

(2

(3)

(4

(S)

Pasal 5

Pendapatan transfer scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

direncanakan sebesar Rp. 2.189.880.412.543,00 (Dua Triliun Seratus
Delapan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta limpat
Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri
atlas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar dacrah.
Pendapatan transfer pemerintah pusat scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.090.991.113.000,00 (Dua Triliun
Sembilan Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus
Tiga Belas Ribu Rupiah).
Pendapatan transfer antar dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 98.889.299.543,00 (Sembilan Puluh
Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus
Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

(3)

Pasal 6

Lain-lain pendapatan dacrah yang sah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 73.466.600.000,00 (Tujuli
Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu
Rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan hibah;
b. Dana darurat; dan
c. Lain-lain pendapatan scsuai dengan ketentuan peraturan pcrundaneg-

undangan.



(2)

(3)

(4)

Pendapatan hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah),
Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
Lain-lain pendapatan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 73.466.600.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat katus
Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan scbesar Rp.

2.619.533.279.824,00 (Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Belas Milyar Lima
Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan
Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
a.
b.
C.

d.

Belanja operas};
Belanja modal;
Belanja tidak terduga; dan
Belanja transfer.

Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a

direncanakan sebesar Rp. 1.938.401.070.622,00 (Satu Triliun Sembilan
Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Satu Juta Tujuh Puluh Ribu
Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

Belanja pegawal;
Belanja barang dan jasa;
Belanja bunga;
Belanja subsidi;
Belanja hibah;dan

f. Belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a

direncanakan sebesar Rp. 1.030.367.329.516,29 (Satu Triltun Tiga Puluh
Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan
Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen).
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 795.898.488.660,71 (Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta HKmpat
Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Tujuh
Puluh Satu Sen).
Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
Belanja subsidi secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
Belanja hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 68.015.512.950,00 (Enam Puluh Delapan Milyar Lima [elas
Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 44.119.739.495,00 (Empat Puluh Empat Milyar
Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Izempat
Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

ec
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Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b

direncanakan sebesar Rp. 361.535.448.257,00 (Tiga Ratus Iknam Puluh
Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Iempat Puluh

Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah.
b. Belanja modal peralatan dan mesin.
c. Belanja modal bangunan dan gedung.
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya;dan
f. Belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan scbesar Rp. 62.909.280.644,00 (Enam Puluh Dua
Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Enam
Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan scbagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf c direncanakan secbesar Rp. 88.130.604.023,00 (Delapan Puluh
Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua
Puluh Tiga Rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi secbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan scbesar Rp. 198.255.957.610,00 (Seratus
Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta
Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).

(6) Belanja modal asct tetap lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.589.605.980,00 (Sebelas Milyar
Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan
Ratus Delapan Puluh Rupiah).

(7) Belanja modal assct tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 7 hurufc
direncanakan scbesar Rp. 10.050.800.302,00 (Sepuluh Milyar Lima Puluh
Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas belanja
tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer secbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurul d
direncanakan sebesar Rp. 309.545.960.643,00 (Tiga Ratus Sembilan
Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh
Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan kcuangan.

(2) Belanja bagi hasil scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan secbesar Rp. 15.283.682.843,00 (Lima Belas Milyar Dua
Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu
Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).



(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 294.262.277.800,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh

Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujyuh Puluh

Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan dacrah Tahun Anggaran 2025 direncanakan scbesar
Rp. 9.582.253.260,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta
Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri
atas:

a.
b.

(1)

Penerimaan pembiayaan; dan
Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.582.253.260,00 (Sembilan Milyar
Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua
Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran scbelumnya;
Pencairan dana cadangan;
Hasil penjualan keckayaan dacrah yang dipisahkan;
Penerimaan pinjaman dacrah;
Penecrimaan kembali pemberian pinjaman dacrah; dan
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran scbclumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan scbesar
Rp. 9.582.253.260,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua
Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)
Pencairan dana cadangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
Hasil penjualan kekayaan dacrah yang dipisahkan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ec direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol
rupiah).
Pencrimaan pinjaman dacrah scbagaimana dimaksud padaayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
Pencrimaan kembali pemberian pinjaman dacrah scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
Pencrimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul f
direncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

a.

d.

f

(2)

(3)

(4)

(5)

(6

(7

Pasal 14

Anggaran pengcluaran pembiayaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :

Pembentukan dana cadangan;
Penyertaan modal dacrah;
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
Pemberian pinjaman dacrah; dan
Pengcluaran pembiayaan lainnya scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

a.



Pembentukan dana cadangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufc direncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol
rupiah).
Pemberian pinjaman dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢

direncanakan secbesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(2

(3)

(4

(S)

(6

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan dacrah dengan anggaran bclanja
dacrah mengakibatkan terjadinya defisit scbesar
Rp. (90.886.466.815,00) (Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan
Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus
Lima Belas Rupiah)
Pembiayaan netto yang merupakan sclisih pencrimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan scbesar
Rp. 9.582.253.260,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua
Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)

(2)

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendcsak, Pemerintah
Dacrah dapat melakukan pengeluaran yang belum terscdia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditectapkan dalam pcraturan
dacrah ini, yang sclanjutnya dimasukan dalam pcrubahan anggaran
pendapatan dan belanja dacrah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran
2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan kepala dacrah tentang Penjabaran Pcrubahan
APBD, dan pembcritahuan kepada Pimpinan DPRD sclanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Keadaan darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;
b. Pelaksanaan opcrasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kcgiatan
pelayanan publik.

Keperluan mendesak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan dacrah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja dacrah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Pengeluaran dacrah yang berada diluar kendali Pemerintah Dacrah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, scrta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

(3)



d. Pengeluaran dacrah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian
masyarakat.

lebih besar bagi Pemerintah Dacrah dan/atauyan

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Dacrah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah Kabupaten Rokan Hilir ini,
terdiri dart:

10.

ll,
12.

13.

14.

lo.
16.

Bupati

Lampiran |

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI

menetapkan

Ringkasan APBD yang’ diklasifikasi menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut

1

Urusan Pemerintahan Dacrah dan Organisas};
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Dacrah,3,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemcrintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta [Hasil
dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran,;
Rekapitulasi Belanja Dacrah untuk Kesclarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Kcuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPUMD dengan Rancangan
APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program PrioritasDacrah;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Dacrah;
Daftar Penyertaan Modal Dacrah dan Investasi Dacrah
Lainnya;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asct
Tetap Dacrah dan Aset Lain- Lain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
Daftar Dana Cadangan; dan

5.

oF6

7.

8.

G

Daftar Pinjaman Dacrah.

Pasal 18

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah scbagai landasan opcrasional pclaksanaan
APBD.



SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN ROKAN HILIR, 

FAUZI EFRIZAL 

BUPATI ROKAN HILIR, 

BISTAMAM

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten
Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiap1
pada tanggal 24 MARET 2025

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 24 MARET 2025

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU: 10-8 A /2@m5

Resuai dengan aslinya
ABAGIAN HUKUM

SETD
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